
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

: 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penepatan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Pembagian Tugas dan
Wewenang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin;

c. bahwa dalam rangka memperlancar tugas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, khususnya Kota Banjarmasin yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perlu menetapkan pembagian tugas dan wewenang Wali Kota
dan Wakil WaHKota;

b. bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merrumpm
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggara Pemerintahan
Daerah Kota terdiri atas Wali Kota dan DPRD dibantu oleh
Perangkat Daerah;
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PERATURAN WALl KOTA TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN
WEWENANGWALlKOTADANWAKILWALlKOTA.

MEMUTUSKAN:

7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(LembaranDaerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor3,
Tambahan Lembaran Daerah KotaBanjarmasin Nomor63);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang PembentukanProduk Hukum Daerah (BeritaNegara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6402);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KeIja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Saerah (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);

Menetapkan



(2) Ketentuan pembagian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diperluas dan diperoleh dari pemerintah atasnya dan
dinamika peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Pembagian tugas dan wewenang Wall Kota dan Wakil Wali Kota
berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.

Pasal3

BABIII

PEMBAGIANTUGASDANWEWENANGWALlKOTA
DANWAKILWALlKOTA

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, dalam menyelenggarakan Pemerintahan
Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara
yang terdiri atas:
a. kepastianhukum;
b. tertib penyelenggara negara;
c. kepentingan umum;
d. keterbukaan;
e. proporsionalitas;
f. profesionalitas;
g. akuntabilitas;
h. efisiensi;
i. efektivitas; dan
j. keadilan.

Pasal2

BABII

ASASPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAERAH

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah KotaBanjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wal Kota adalah Wali Kota
Banjarmasin.

4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Wali Kota adalah
WakilWallKota Banjarmasin.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai un sur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRDdalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasall

BABI
KETENTUANUMUM



b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam
pelaksanaan Pemerintahan Daerah;

(1) WakilWallKotamemilikitugas :
a. membantu kepala daerah dalam :

1. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah;

2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan
menindaklanjuti laporan dan/ atau temuan hasil pengawasan
aparat pengawasan;

3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; dan

4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, kelurahan,

PasalS

-HABIV
TUGAS WAKIL WALl KOTA

(3) Tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
dilaksanakanjika WallKota sedang menjalani masa tahanan.

(2) WallKota berwenang untuk :
a. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
b. menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan

bersama DPRD;
c. menetapkan Peraturan WallKotadan Keputusan WallKota;
d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat

dibutuhkan oleh Daerah dan/ atau masyarakat; dan
e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1) WallKotamemiliki tugas :
a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjaeli

kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
c. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah kepada DPRDuntuk dibahas bersama DPRD,serta menyusun
dan menetapkan Rencana KerjaPemerintah Daerah;

d. mewakili Daerahnya eli dalam dan di luar pengadilan, dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan;

e. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasa14



Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota
Banjarmasin Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang
Walikota dan Wakil Walikota Masa Bhakti Tahun 2016-2021 (Berita Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 101) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasa17

BABVI
KETENTUANPENUTUP

(2) Selain kewaiiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wall Kota wajib
menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan
keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Pasa16

(1) Kewajiban Wall Kota dan wakil Wali Kota meliputi :

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah;
e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
f. melaksanakan program strategis nasional; dan
g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di Daerah

dan semua Perangkat Daerah.

BABV

KEWAJIBANWALlKOTADANWAKILWALlKOTA

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Wakil Wall
Kota bertanggungjawab kepada Wall Kota.

c. melaksanakan tugas dan wewenang Wall Kota apabila Wall Kota
menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
pe~dang-undangan;dan

e. wakil Wall Kota melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan
lainnya yang diberikan oleh Wall Kota yang ditetapkan dengan
Keputusan Wall Kota.



BERITADAERAHKOTABANJARMASlNTAHUN2022 NOMOR 78
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H KOTABANJARMASlN,SEKRETARIS D

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal : ~ .l~ ..Jl·i1 '-_c.

lBNU SlNA

WALlKOTABANJARMASlN,

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2C April ;:(:::'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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